





A. Latar Belakang Masalah 
Pada dasarnya seseorang dilahirkan dan tumbuh menjadi tua. Dalam masa 
tua tersebut seseorang tidak mampu lagi untuk bekerja secara produktif seperti 
sedia kala di masa muda. Oleh sebab itu, ketika masa tua datang, seseorang akan 
melalui tahap pemberhentian kerja atau purna tugas yang lebih umum disebut 
pensiun. Untuk mempersiapkan masa pensiun, ada baiknya seorang yang sudah 
tua memiliki tabungan pensiun sendiri agar tetap dapat memiliki kehidupan yang 
layak di masa tua bersama keluarganya.  
Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam mewujudkan 
kesejahteraan warga negaranya, salah satunya adalah dalam pemeliharaan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Usaha peningkatan kesejahteraa Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) dan keluarganya dilakukan melalui program Pensiun PNS. Pegawai 
Negeri Sipil merupakan aparatur negara yang dijamin kesejahteraannya oleh 
pemerintah, mulai saat diangkat menjadi PNS hingga pensiun. Salah satu badan 
usaha pengelola kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PT. TASPEN 
(Persero), yang secara khusus berhak mengelola kesejahteraan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) termasuk saat memasuki masa purna tugas atau pensiun. 
Pensiun merupakan jaminan atas hari tua serta sebagai balas jasa terhadap 
Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. 
Pensiun yang paling umum adalah pensiun normal. Dimana pensiun normal 
merupakan pensiun ketika seorang pegawai telah mencapai usia pensiun yang 
ditetapkan. Idealnya masa pensiun pegawai yang berlaku di Indonesia sendiri 
adalah pada usia 55 tahun dan pada usia 60 tahun untuk beberapa profesi tertentu. 
Dikutip dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Pensiun, 
“Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharuskan bekerja dalam jangka waktu yang lebih 





Menurut Kepala Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Herman Suryatman menyatakan 
bahwa: “Untuk PNS, minimal 20 tahun masa kerja baru dirinya bisa mengajukan 
pensiun dini dan mendapatkan manfaat dana pensiun. Kurang dari itu, PNS tidak 
bisa mendapatkan dana pensiun” Liputan6.com, Senin (8/6/2015) 
Program dana pensiun sendiri adalah suatu program yang mengupayakan 
tersedianya uang pensiun (atau sering disebut manfaat pensiun) bagi pesertanya. 
Uang pensiun yang diberikan perusahan dikelola oleh perusahaan Dana Pensiun. 
Dana Pensiun merupakan sebuah badan hukum yang mengelola dan menjalankan 
program pensiun bagi para pegawai. Dana Pensiun akan sangat berguna dalam 
memberikan manfaat pensiun kepada para pegawai. Uang pensiun ini memberikan 
pendapatan bulanan seumur hidup hingga pegawai yang pensiun meninggal atau 
berhenti bekerja karena cacat. Selain itu, pembayaran uang pensiun dapat juga 
dinikmati oleh ahli warisnya.  
Ahli waris yaitu janda/duda/anak dari pegawai, yang juga dapat menerima 
uang pensiun hingga meninggal dunia atau hingga menikah lagi. Jika yang 
menerima adalah anak, uang pensiun akan terus diberikan hingga anak tersebut 
berusia 23 tahun atau anak tersebut belum bekerja atau menikah. Uang pensiun 
dari pegawai yang belum memiliki tanggungan (single) dapat diterima oleh orang 
tua pegawai yang bersangkutan hingga batas waktu tertentu.  
Dalam melakukan administrasi pelayanannya, PT. TASPEN (Persero) 
hanya mengelola programnya pada golongan pegawai negeri saja. Pegawai negeri 
yang menjadi peserta PT. TASPEN (Persero) sendiri terbagi menjadi 3 golongan. 
Golongan peserta PT. TASPEN (Persero) sendiri antara lain Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) Pusat dan Daerah Otonom, Pejabat Negara yang terdiri dari Pejabat Negara 
Eksekutif dan Non Eksekutif, serta pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur aparatur negara yang bertugas 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan 
merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. 
Oleh karena itu, peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat mempengaruhi 
perkembangan pembangunan nasional. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai 
3 
 
aparatur negara, abdi negara serta abdi masyarakat sangat berpengaruh terhadap 
berjalannya pemerintahan suatu negara serta pembangunan nasional secara 
berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil 
dan makmur baik material maupun spiritual.  
Berdasarkan peran dan keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
sangat kompleks, maka pemerintah sudah pasti mampu mengadakan kesejahteraan 
di masa tua Pegawai Negri Sipil (PNS) tersebut. Menurut Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, mengatakan 
bahwa: 
“Dari 4,5 juta lebih jumlah PNS di Indonesia, hampir 50 persennya adalah 
guru. Namun, hingga kini distribusi guru belum merata di seluruh daerah. 
Ada yang kelebihan, terutama di kota-kota besar, dan ada yang kekurangan 
guru di pelosok. Oleh karena itu, kementerian membutuhkan sekitar 
200.000 guru dengan kriteria S-1 dan yang berasal dari pendidikan 
keguruan. Jika daerah tak memiliki anggaran, tetapi membutuhkan formasi 
guru dengan status PNS, pemerintah pusat bisa membantunya dengan dana 
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”. Kompas, hal 12 
(25/12/2015) 
Dari data tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai alat pemerintah 
(aparatur pemerintah) yang memiliki keberadaan sentral dalam membawa 
komponen kebijaksanaan atau peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan 
nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, 
fungsi dan kewajiban-kewajiban yang diemban Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
selama bertugas. Sesuai dengan data diatas, dalam pelaksanaannya, Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) sering dihadapkan pada tantangan dan resiko yang 
memberatkan seperti masalah diatas. 
Penugasan dengan masa waktu tertentu yang tidak cukup singkat akan 
membentuk strategi alternatif pada pembentukan sikap dan perilaku Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dalam bekerja. Untuk itu, sebagai balas jasa yang diberikan 
kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap kinerjanya, pemerintah telah 
menyelenggarakan program dana pensiun sebagai upaya kesejahteraan sosial 




Mengingat pentingnya peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam 
penyelenggaraan pembangunan nasional maka perlu diberikan perlindungan, 
pemeliharaan, serta peningkatan kesejahteraan sehingga akan berdampak pada 
peningkatan produktivitas kerja. Sebagai salah satu perlindungannya, Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) yang telah mencapai batas usia pensiun akan diberikan hak 
atas pensiunnya. 
PT. TASPEN (Persero) diberi tugas oleh pemerintah untuk 
menyelenggarakan program asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
terdiri dari program Tabungan Hari Tua (THT) dan program pensiun. Selain 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), penerima hak atas pembayaran pensiun yang 
dibayarkan oleh PT. TASPEN (Persero) yakni diberikan kepada anggota 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Pejabat Negara, penerima 
tunjangan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) / KNIP, penerima 
tunjangan veteran dan penerima uang tunggu PNS. 
Pelayanan yang optimal kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
telah pensiun serta peserta aktif merupakan faktor yang diutamakan PT. TASPEN 
(Persero). Kebijaksanaan perusahaan dengan mutu pelayanan yang tepat orang, 
tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi merupakan prioritas 
utama penyelenggaraan pelayanan PT. TASPEN (Persero). Hal ini erat kaitannya 
dengan pelayanan administrasi pembayaran klim secara one day service, yang 
artinya segala pembayaran klim dapat diselesaikan pada saat itu juga sepanjang 
persyaratan yang dikumpulkan peserta lengkap. Oleh karena itu, strategi 
pelayanan yang telah ditetapkan PT. TASPEN (Persero) adalah melalui 
peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam administrasi pelayanan klim dan 
pembayaran atas klim peserta. Pengelola administrasi adalah petugas bagian 
pelayanan, keuangan dan pembayaran yang diupayakan dapat mengadministrasi 
pelayanan yang melebihi harapan peserta untuk melayani peserta pensiun Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dan peserta aktif Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan baik. 
Pembayaran pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pelaksanaan 
dari Undang Undang No.11 Tahun 1992. 
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Pelayanan dalam administrasi pembayaran atau pencairan dana pesiun bagi 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak selamanya berjalan lancar. Ada beberapa 
kendala dalam melaksanakan administrasi pelayanan pembayarannya. Beberapa 
kendala tersebut seperti kurang lengkapnya berkas persyaratan yang dikumpulkan 
peserta, gangguan teknis komputer serta keterlambatan penerimaan berkas karena 
kesalahan petugas terhadap pencantuman alamat nasabah (melalui cek pos) serta 
kesalahan penginputan nomor rekening nasabah (melalui transfer bank). Hal ini 
terjadi demikian karena dalam administrasi pembayaran pensiun, PT. TASPEN 
(Persero) tidak hanya mencairkan pembayaran secara tunai, melainkan juga 
melalui cek pos dan melalui transfer rekening dari bank-bank mitra bayar PT. 
TASPEN (Persero). 
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis termotivasi melakukan 
pengamatan sebagai upaya untuk mengetahui segala tahapan administrasi 
pelayanan pembayaran yang berkaitan dengan Dana Pensiun yang dikelola oleh 
PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 
keluarganya sebagai wujud jaminan kesejahteraan yang diberikan Pemerintah. 
Oleh karena itu, penulis mengambil tema dengan judul “Administrasi Pelayanan 
Pembayaran Dana Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT. TASPEN 
(Persero) Cabang Surakarta”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan hasil 
penelitian yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana 
administrasi pelayanan pembayaran dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) di PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta?” 
 
C. Tujuan Pengamatan 
Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan laporan 





1. Tujuan Operasional  
Untuk mendeskripsikan penerapan administrasi dalam pelayanan 
pembayaran dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT. TASPEN 
(Persero) Cabang Surakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada 
perusahaan. 
2. Tujuan Fungsional 
Tujuan fungsional dalam pengamatan ini adalah untuk memberikan 
masukan pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta dalam meningkatkan 
pelaksanaan administrasi pelayanan pembayaran dana pensiun bagi Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) di PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta. 
3. Tujuan Individual 
Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh sebutan Vokasi Ahli 
Madya (A.Md.) pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Pengamatan 
Manfaat yang diharapkan penulis dalam penulisan laporan Tugas Akhir 
ini, antara lain: 
1. Memberikan manfaat bagi PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta sebagai 
bahan pertimbangan kinerja perusahaan atas pelaksanaan dari administrasi 
pelayanan pembayaran dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT. 
TASPEN (Persero) Cabang Surakarta. 
2. Memberikan manfaat kepada semua pembaca guna mendapatkan informasi 
tentang Dana Pensiun dan pelaksanaan administrasi pelayanan pembayaran 
dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT. TASPEN (Persero) 
Cabang Surakarta. 
 
